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 Penelitian ini bertujuan membandingkan penggunaan budaya fandom K-
Pop dalam aktivisme politik digital pada Pilpres Indonesia 2024 dan 
demonstrasi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan pada 
2024–2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan 
desain perbandingan dua kasus dan teknik analisis dokumen. Data 
diperoleh dari artikel ilmiah, pemberitaan media, dan dokumen digital 
publik yang relevan. Analisis dilakukan berdasarkan empat dimensi, 
yaitu bentuk aktivisme digital, pemanfaatan budaya fandom, strategi 
mobilisasi, serta tujuan dan konteks politik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kedua kasus memanfaatkan jaringan digital dan 
identitas kolektif untuk menyebarkan pesan politik. Di Indonesia, budaya 
fandom digunakan untuk mendukung Anies Baswedan melalui 
komunikasi kampanye, proyek dukungan, dan penggalangan dana. 
Sementara itu, di Korea Selatan, penggunaan lightstick, musik, dan 
nyanyian K-Pop menjadi bagian dari ekspresi solidaritas dalam 
demonstrasi yang menuntut pemakzulan presiden. Persamaan kedua 
kasus terletak pada pemanfaatan budaya fandom sebagai sumber daya 
komunikasi dan mobilisasi politik, sedangkan perbedaannya terlihat pada 
tujuan dan konteks penggunaannya. Namun, aktivitas yang 
terdokumentasi belum cukup untuk membuktikan perubahan pilihan 
pemilih atau keberhasilan gerakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
penggunaan budaya fandom dalam aktivisme politik perlu dipahami 
berdasarkan konteks dan tujuan politik masing-masing kasus. 
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PENDAHULUAN  
Dalam negara demokrasi, partisipasi politik tidak hanya diwujudkan melalui pemungutan suara, 

tetapi juga melalui penyampaian pendapat, penyebaran informasi, kampanye, dan aksi kolektif. 
Perkembangan media digital memperluas ruang partisipasi karena individu dapat memproduksi serta 
menyebarkan pesan, membangun jaringan, dan mengoordinasikan kegiatan bersama. Meski demikian, 
visibilitas aktivitas di media sosial tidak otomatis menunjukkan perubahan sikap politik atau 
keberhasilan suatu gerakan. Karena itu, praktik aktivisme digital perlu dipahami dengan memperhatikan 
bentuk aktivitas yang terdokumentasi serta konteks politiknya. 

Fenomena tersebut tampak pada keterlibatan komunitas penggemar K-Pop atau fandom dalam isu 
politik. Selain mendukung idola, anggota fandom dapat membuat konten, menyebarkan informasi, 
menggunakan simbol bersama, menggalang dana, dan mengoordinasikan kegiatan komunitas. Praktik 
semacam ini tidak selalu merupakan aktivisme politik; maknanya bergantung pada tujuan dan konteks 
penggunaannya. Kajian (Driessen et al., 2024) kontemporer tentang politik dan budaya partisipatif 
penggemar menunjukkan bahwa praktik fandom dapat melampaui ranah hiburan dan beririsan dengan 
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partisipasi sipil maupun politik. Dengan demikian, fandom dapat dipahami sebagai komunitas yang 
memiliki sumber daya budaya, komunikasi, dan jaringan yang dalam kondisi tertentu dapat digunakan 
untuk menyampaikan pesan politik. 

Di Indonesia, keterlibatan fandom K-Pop dalam politik terlihat pada Pemilihan Presiden 2024 
melalui komunitas Humanies yang mendukung Anies Baswedan. Sejumlah penelitian (El Yasinta et al., 
2025; Husna, 2024; Islamiyah, 2024; Kurniasih et al., 2024; Putri & Purwaningsih, 2025) membahas 
penggunaan akun @aniesbubble dan @olpproject, gaya komunikasi yang mengadopsi budaya fandom, 
proyek dukungan, serta penggalangan dana dalam kampanye. Penelitian (Amalia & Febriyanti, 2024) 
mengenai penerimaan Generasi Z terhadap kpopification juga menunjukkan bahwa respons audiens 
tidak seragam dan berkaitan dengan preferensi politik mereka. Kajian-kajian tersebut memperlihatkan 
bahwa budaya populer dapat menjadi sumber daya komunikasi dan partisipasi dalam kontestasi 
elektoral, tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan perubahan pilihan pemilih atau dampak terhadap 
hasil pemilu. 

Keterlibatan fandom dalam politik juga terlihat di Korea Selatan, tetapi dalam konteks yang 
berbeda. Setelah Presiden Yoon Suk Yeol mendeklarasikan darurat militer pada 3 Desember 2024, 
demonstrasi yang menuntut pemakzulannya berlangsung hingga 2025. Dalam aksi tersebut, penggemar 
K-Pop menggunakan lightstick, musik, nyanyian, dan praktik komunitas fandom sebagai bagian dari 
ekspresi politik dan solidaritas. Kim (2025), Lee (2025), dan Shin (2026) membahas keterlibatan 
penggemar, pembentukan solidaritas, serta penggunaan kembali praktik fandom dalam ruang 
demonstrasi. Jeon (2026) juga menganalisis bagaimana praktik dan simbol fandom memperoleh makna 
kewargaan dalam demonstrasi pemakzulan. (Rashid, 2024; Yim et al., 2024) mengatakan bahwa 
pemberitaan media turut mendokumentasikan kehadiran simbol-simbol tersebut dalam aksi. Temuan 
ini perlu ditempatkan dalam konteks politik Korea Selatan dan tidak langsung digeneralisasi kepada 
seluruh fandom K-Pop. 

Penelitian terdahulu telah membahas aktivisme fandom dalam kampanye elektoral Indonesia dan 
demonstrasi pro-pemakzulan di Korea Selatan. Kajian tentang Indonesia umumnya menyoroti 
komunikasi kampanye, penggunaan budaya fandom untuk mendukung kandidat, serta keterlibatan anak 
muda. Sementara itu, kajian mengenai Korea Selatan membahas simbol fandom, pengalaman peserta, 
solidaritas, dan ekspresi tuntutan politik. Oleh karena itu, celah penelitian ini bukan ketiadaan kajian 
tentang aktivisme fandom, melainkan kebutuhan untuk membandingkan kampanye elektoral dan 
demonstrasi pro-demokrasi melalui kerangka analisis yang konsisten. Perbandingan ini tidak 
menganggap kedua kasus memiliki proses atau dampak politik yang sama. 

Penelitian ini menggunakan konsep budaya partisipatif dan aktivisme politik digital untuk 
memahami produksi konten, simbol, identitas kolektif, penyebaran pesan, dan koordinasi komunitas. 
Perspektif (Cronin et al., 2022; Tufekci, 2017) tentang aktivisme berbasis jaringan membantu 
menjelaskan bagaimana pesan yang mudah dibagikan dapat menghubungkan individu dengan suatu isu, 
tetapi jaringan digital tidak selalu menjamin keberlanjutan organisasi atau dampak politik. Kerangka 
tersebut digunakan sebagai perangkat analisis, bukan sebagai bukti bahwa aktivitas digital pasti 
menghasilkan perubahan politik. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan membandingkan penggunaan budaya fandom 
K-Pop dalam aktivisme politik digital pada Pilpres Indonesia 2024 dan demonstrasi yang menuntut 
pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan pada 2024–2025. Pertanyaan penelitian yang 
diajukan adalah: “Bagaimana persamaan dan perbedaan penggunaan budaya fandom K-Pop dalam 
aktivisme politik digital pada Pilpres 2024 di Indonesia dan demonstrasi pemakzulan presiden di Korea 
Selatan pada 2024–2025?” Perbandingan dilakukan melalui empat dimensi, yaitu bentuk aktivisme 
digital, pemanfaatan budaya fandom, strategi mobilisasi, serta tujuan dan konteks politik. Secara 
akademik, penelitian ini berkontribusi dengan menempatkan kedua kasus dalam satu kerangka 
perbandingan, sekaligus membatasi kesimpulan pada bukti yang dapat didukung oleh dokumen yang 
dianalisis. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain perbandingan dua kasus dan teknik 
analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pesan, simbol, praktik 
fandom, dan strategi mobilisasi politik yang terdokumentasi, bukan pada pengukuran dampak kausal. 
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Kedua kasus dianalisis menggunakan empat dimensi yang sama agar persamaan dan perbedaannya 
dapat dibandingkan secara terarah. 

Unit analisis penelitian adalah praktik aktivisme politik yang memanfaatkan budaya fandom K-
Pop, bukan individu penggemar secara keseluruhan. Penelitian mencakup dua kasus. Kasus pertama 
adalah penggunaan praktik fandom untuk mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres Indonesia 2024, 
dengan perhatian pada komunitas Humanies serta akun @aniesbubble dan @olpproject. Kasus kedua 
adalah penggunaan praktik fandom dalam demonstrasi yang menuntut pemakzulan Presiden Yoon Suk 
Yeol di Korea Selatan setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024, dengan cakupan 
dokumen hingga Maret 2025. Kedua kasus dipilih karena memperlihatkan penggunaan budaya fandom 
dalam aktivitas politik, tetapi memiliki tujuan dan jenis peristiwa yang berbeda. 

Data penelitian berasal dari tiga kelompok dokumen publik, yaitu artikel ilmiah yang membahas 
aktivisme fandom dan kedua kasus, pemberitaan media yang mendokumentasikan peristiwa, serta 
dokumen digital publik yang relevan dan dapat diakses. Dokumen digunakan untuk mengidentifikasi 
praktik komunikasi, simbol fandom, dan bentuk mobilisasi yang dilaporkan. Karena sumber yang 
tersedia tidak seluruhnya berupa unggahan digital primer, penelitian ini tidak memperlakukan bahan 
tersebut sebagai korpus lengkap unggahan media sosial dan tidak menganggap pemberitaan tentang 
simbol di lokasi demonstrasi sebagai bukti langsung tentang proses mobilisasi daring. 

Dokumen dipilih secara purposif berdasarkan kriteria berikut: (1) berkaitan langsung dengan salah 
satu kasus penelitian; (2) membahas periode atau peristiwa yang relevan; dan (3) memuat informasi 
yang dapat digunakan untuk menganalisis satu atau lebih dimensi penelitian. Informasi dari setiap 
sumber perlu dicatat dalam daftar inventaris yang memuat penulis atau penerbit, tahun/tanggal, jenis 
dokumen, kasus yang dibahas, informasi yang digunakan, dan tautan sumber. Jumlah dokumen tidak 
dinyatakan secara terpisah apabila inventaris sumber belum dihitung dan diverifikasi secara konsisten.  

Analisis dilakukan melalui empat tahap. Pertama, dokumen dibaca dan dicatat berdasarkan identitas 
sumber, tanggal publikasi atau peristiwa, kasus yang dibahas, serta informasi yang relevan. Kedua, 
informasi dikelompokkan berdasarkan empat dimensi analisis: bentuk aktivisme digital, pemanfaatan 
budaya fandom, strategi mobilisasi, serta tujuan dan konteks politik. Ketiga, temuan dari masing-
masing kasus dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Keempat, interpretasi 
diperiksa kembali dengan mempertimbangkan jenis sumber dan batas informasi yang dapat 
didukungnya.  

Untuk menjaga kehati-hatian analisis, penelitian membedakan informasi yang secara langsung 
didukung dokumen dari interpretasi peneliti dan klaim mengenai dampak politik. Keberadaan 
unggahan, tagar, proyek dukungan, atau lightstick dapat menunjukkan praktik yang terdokumentasi, 
tetapi tidak dengan sendirinya membuktikan besarnya partisipasi, pengaruh media digital terhadap 
kehadiran peserta, perubahan pilihan pemilih, atau keberhasilan gerakan. Keterbatasan sumber digital 
primer terutama perlu diperhatikan saat membahas proses mobilisasi di Korea Selatan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dokumen yang ditelaah, aktivisme fandom K-Pop dalam kasus Indonesia dan Korea 
Selatan menunjukkan penggunaan media digital dan budaya fandom untuk menyampaikan pesan politik 
serta membangun dukungan. Namun, bentuk aktivitas yang menonjol pada kedua kasus berbeda sesuai 
dengan tujuan politiknya. Pada Pilpres Indonesia 2024, praktik fandom digunakan untuk mendukung 
Anies Baswedan melalui komunikasi kampanye di media sosial. Sementara itu, pada demonstrasi yang 
menuntut pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di Korea Selatan pada 2024–2025, media digital 
menjadi salah satu sarana penyebaran informasi dan dokumentasi aksi, sedangkan simbol dan praktik 
fandom digunakan sebagai bagian dari ekspresi politik di ruang publik. 

Dalam kasus Indonesia, penelitian mengenai Humanies menjelaskan penggunaan gaya visual, 
bahasa, dan konten yang menyerupai akun penggemar K-Pop untuk menyampaikan informasi mengenai 
kandidat. (Husna, 2024; Islamiyah, 2024; Putri & Purwaningsih, 2025) membahas aktivitas fandom, 
seperti proyek dukungan dan penggalangan dana, yang menunjukkan bahwa praktik komunitas 
penggemar dapat dimanfaatkan dalam kampanye politik. Pesan kampanye tidak hanya disampaikan 
melalui informasi politik formal, tetapi juga dikemas dengan estetika dan kebiasaan komunikasi yang 
akrab bagi komunitas digital. Dengan demikian, budaya fandom menyediakan format komunikasi yang 
dapat digunakan untuk memperkenalkan kandidat, membangun identitas pendukung, dan menyebarkan 
pesan politik melalui jaringan media sosial. 
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Budaya fandom tidak hanya berkaitan dengan ketertarikan terhadap idola, tetapi juga mencakup 
praktik komunikasi, simbol, kreativitas, dan identitas kolektif yang berkembang dalam komunitas 
penggemar. Dalam konteks Indonesia, unsur-unsur tersebut dimanfaatkan untuk mengemas dukungan 
terhadap kandidat melalui gaya komunikasi yang dekat dengan kebiasaan komunitas K-Pop. Proyek 
dukungan dan penggalangan dana juga memperlihatkan bagaimana keterampilan yang berkembang 
dalam fandom dapat digunakan untuk mengorganisasi kegiatan bersama dalam konteks kampanye. Hal 
ini menunjukkan bahwa budaya populer dapat menjadi sumber daya untuk menyampaikan pesan politik 
dengan cara yang berbeda dari komunikasi kampanye formal. Meskipun demikian, penggunaan estetika 
fandom tidak otomatis menunjukkan bahwa komunikasi politik menjadi lebih informatif atau bahwa 
pendukung melakukan penilaian kebijakan secara mendalam. Gaya komunikasi yang menarik dan 
kedekatan emosional dengan komunitas merupakan bentuk penyampaian pesan, tetapi tidak cukup 
untuk menjelaskan kualitas pertimbangan politik atau perubahan pilihan pemilih. Oleh karena itu, 
penggunaan budaya fandom sebagai strategi komunikasi perlu dibedakan dari dampaknya terhadap 
perilaku pemilih. Aktivitas yang terlihat di media sosial dapat menunjukkan adanya ekspresi dukungan, 
tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa aktivitas tersebut mengubah keputusan politik 
seseorang. 

Pada kasus Korea Selatan, pemanfaatan budaya fandom terlihat melalui penggunaan lightstick, 
musik K-Pop, dan nyanyian bersama dalam demonstrasi yang menuntut pemakzulan Presiden Yoon 
Suk Yeol setelah deklarasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Rashid (2024) dan Yim et al. (2024) 
mendokumentasikan penggunaan simbol dan praktik fandom dalam aksi demonstrasi di Korea Selatan. 
Shin (2026) juga membahas penggunaan kembali praktik dan simbol fandom dalam ruang politik 
melalui konsep fan repertoires. Dalam kegiatan fandom, lightstick umumnya digunakan sebagai simbol 
identitas dan dukungan terhadap grup idola. Namun, dalam demonstrasi, benda yang sama digunakan 
sebagai bagian dari ekspresi politik dan solidaritas peserta. Penggunaan simbol tersebut menunjukkan 
bahwa makna budaya dapat berubah mengikuti konteks penggunaannya. Dalam fandom, lightstick 
berkaitan dengan identitas penggemar dan dukungan terhadap idola, sedangkan dalam demonstrasi 
simbol tersebut dapat menjadi sarana ekspresi kolektif dan tuntutan politik. Praktik yang telah dikenal 
dalam komunitas penggemar juga berpotensi membuat ruang demonstrasi terasa lebih akrab bagi 
sebagian peserta. Dalam konteks ini, media digital dan praktik di lokasi demonstrasi saling berkaitan 
karena informasi serta dokumentasi aksi dapat beredar secara daring, sementara simbol dan nyanyian 
digunakan untuk mengekspresikan aspirasi politik di ruang publik. Meski demikian, dokumen yang 
ditelaah belum cukup untuk memastikan seberapa besar peran media digital dalam mendorong 
kehadiran peserta secara langsung ataupun menentukan motivasi setiap individu untuk mengikuti 
demonstrasi. Temuan (Kim, 2025) mengenai praktik fandom dalam demonstrasi juga dibahas dalam 
kajian tentang ekonomi pemberian dalam komunitas penggemar selama aksi protes. 

Perbedaan pemanfaatan budaya fandom dalam kedua kasus juga terlihat dari strategi mobilisasinya. 
Strategi mobilisasi berkaitan dengan cara pesan disebarkan, dukungan dibangun, dan partisipasi 
dikoordinasikan. Dalam komunitas fandom, aktivitas seperti produksi konten, pembagian informasi, 
penggunaan simbol, dan koordinasi antarpenggemar dapat menjadi sumber daya yang digunakan dalam 
kegiatan politik. Pola tersebut dapat dipahami melalui konsep connective action dari Cronin et al. 
(2022), yang menjelaskan bagaimana jaringan digital dan ekspresi personal dapat membantu 
menghubungkan individu dengan suatu isu atau gerakan tanpa selalu bergantung pada organisasi formal 
yang hierarkis. 

Dalam kasus Indonesia, proyek dukungan dan penggalangan dana yang dibahas dalam penelitian 
terdahulu memperlihatkan upaya mengubah dukungan terhadap kandidat menjadi aktivitas kolektif 
yang lebih terorganisasi. Penggunaan konten, bahasa, dan visual yang akrab bagi komunitas penggemar 
juga dapat membantu pesan kampanye beredar melalui jaringan digital. Praktik tersebut menunjukkan 
bahwa sumber daya komunitas fandom dapat dimanfaatkan untuk mendukung komunikasi dan 
koordinasi politik. Namun, keberadaan proyek dukungan tidak dengan sendirinya menunjukkan 
seberapa luas partisipasi yang terbentuk atau seberapa besar pengaruhnya terhadap hasil pemilu. 
Sementara itu, dalam kasus Korea Selatan, penggunaan media digital berkaitan dengan penyebaran 
informasi dan dokumentasi demonstrasi, sedangkan lightstick, musik, dan nyanyian bersama menjadi 
bagian dari ekspresi kolektif di lokasi aksi. Simbol dan praktik yang dikenal dalam komunitas 
penggemar dapat membantu peserta mengekspresikan solidaritas dalam ruang publik. Akan tetapi, 
dokumen yang digunakan dalam penelitian ini belum cukup untuk memastikan bahwa seluruh peserta 



Raisa Azzahra et al. (2026).   
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 5 2026 
E-ISSN : 3164-0117 
 

 
 

423 

dimobilisasi melalui jaringan fandom atau bahwa media sosial merupakan faktor utama yang 
mendorong keikutsertaan mereka. 

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa jaringan digital dan identitas komunitas dapat menjadi 
sumber daya mobilisasi pada kedua kasus, tetapi tidak selalu bekerja dengan cara yang sama. Dalam 
kampanye Indonesia, praktik fandom digunakan untuk mengemas dukungan kepada kandidat dan 
mengorganisasi proyek pendukung. Dalam demonstrasi Korea Selatan, simbol fandom dan komunikasi 
digital berkaitan dengan penyebaran informasi serta ekspresi tuntutan secara kolektif. Perbedaan 
tersebut memperlihatkan bahwa strategi mobilisasi dipengaruhi oleh tujuan kegiatan dan bentuk 
partisipasi politik yang sedang berlangsung. Meski demikian, mobilisasi digital memiliki keterbatasan. 
Banyaknya unggahan, pengikut, atau interaksi tidak otomatis menunjukkan bahwa audiens 
mempercayai pesan, berasal dari kelompok yang beragam, atau terlibat dalam tindakan lanjutan. 
Tufekci (2017) menjelaskan bahwa teknologi digital dapat mempercepat penyebaran gerakan, tetapi 
tidak selalu menjamin terbentuknya kapasitas organisasi yang diperlukan untuk mempertahankan 
partisipasi. Oleh karena itu, mobilisasi, partisipasi, dan dampak politik perlu dibedakan. Mobilisasi 
merujuk pada upaya mengajak atau memudahkan keterlibatan, partisipasi merujuk pada tindakan yang 
benar-benar dilakukan, sedangkan dampak politik berkaitan dengan perubahan sikap, perilaku, 
kebijakan, atau hasil institusional. Berdasarkan dokumen yang dianalisis, penelitian ini lebih mampu 
menjelaskan bentuk mobilisasi dan ekspresi yang terdokumentasi daripada mengukur jumlah orang 
yang benar-benar terlibat atau dampak politik yang dihasilkan. 

Perbedaan utama antara kedua kasus juga terletak pada tujuan dan konteks politiknya. Kasus 
Indonesia berlangsung dalam kontestasi elektoral yang memberikan ruang bagi pendukung untuk 
mempromosikan kandidat dan membangun dukungan pemilih. Sebaliknya, kasus Korea Selatan 
berlangsung dalam demonstrasi yang menuntut pemakzulan presiden setelah deklarasi darurat militer. 
Perbedaan konteks tersebut memengaruhi bentuk praktik fandom yang digunakan serta pesan politik 
yang disampaikan. Pada kasus Indonesia, penggunaan budaya fandom melalui komunitas Humanies 
berkaitan dengan dukungan terhadap Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Praktik seperti pembuatan 
konten, penggunaan gaya visual khas fandom, proyek dukungan, dan penggalangan dana digunakan 
dalam komunikasi kampanye. Dengan demikian, budaya fandom berfungsi sebagai sumber daya untuk 
membangun identitas pendukung dan mengemas pesan mengenai kandidat dalam bentuk yang dekat 
dengan budaya digital. Sementara itu, dalam demonstrasi di Korea Selatan, penggunaan lightstick, 
musik, dan nyanyian bersama berlangsung dalam konteks tuntutan pemakzulan presiden. (Rashid, 2024; 
Yim et al., 2024; Shin, 2026) menjelaskan penggunaan simbol fandom sebagai bagian dari ekspresi 
politik di ruang publik dan praktik komunitas penggemar dalam aksi kolektif di Korea Selatan. Tujuan 
politik yang berbeda membuat praktik fandom dalam kasus ini lebih berkaitan dengan ekspresi tuntutan 
dan solidaritas dalam demonstrasi daripada promosi kandidat dalam pemilihan umum. 

Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa aktivisme fandom di Indonesia selalu berorientasi pada 
pemilu atau bahwa fandom di Korea Selatan selalu berorientasi pada gerakan pro-demokrasi. 
Kesimpulan seperti itu terlalu luas apabila hanya didasarkan pada dua kasus. Jenis peristiwa politik 
merupakan faktor penting karena kampanye elektoral dan demonstrasi pemakzulan memiliki sasaran, 
aktor, serta hubungan dengan institusi politik yang berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan praktik fandom 
yang ditemukan dalam penelitian ini perlu dipahami berdasarkan tujuan dan konteks masing-masing 
peristiwa, bukan langsung dianggap sebagai akibat perbedaan karakter nasional. 

Secara keseluruhan, kedua kasus memperlihatkan persamaan dalam pemanfaatan jaringan digital, 
kreativitas konten atau simbol, dan identitas kolektif untuk menyampaikan pesan politik. Praktik yang 
berkembang dalam komunitas penggemar dapat digunakan kembali di luar ranah hiburan, baik untuk 
mengemas dukungan terhadap kandidat maupun untuk mengekspresikan tuntutan politik dalam 
demonstrasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian Driessen et al. (2024) mengenai perspektif budaya 
partisipatif yang menekankan keterlibatan anggota komunitas dalam memproduksi dan menyebarkan 
konten, serta penelitian Cronin et al. (2022) terkait konsep connective action yang menjelaskan peran 
jaringan digital dalam menghubungkan individu melalui pesan dan ekspresi personal. 

Perbedaannya terlihat pada bentuk praktik yang menonjol, strategi mobilisasi, dan tujuan politik. 
Pada kasus Indonesia, budaya fandom terutama digunakan melalui gaya komunikasi kampanye, konten 
digital, proyek dukungan, dan penggalangan dana untuk membangun dukungan kepada kandidat. Pada 
kasus Korea Selatan, simbol seperti lightstick, musik, dan nyanyian digunakan sebagai bagian dari 
ekspresi kolektif dalam demonstrasi yang menuntut pemakzulan presiden. Dengan demikian, budaya 
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fandom dapat menjadi sumber daya komunikasi dan mobilisasi untuk tujuan politik yang berbeda, 
bergantung pada konteks peristiwa dan kebutuhan para pelakunya. 

Ringkasan persamaan dan perbedaan kedua kasus disajikan pada Tabel 1. Tabel ini merangkum 
pola yang ditemukan dalam dokumen yang dianalisis, bukan mengukur besarnya dampak politik 
masing-masing kasus. 
 

Tabel 1 Perbandingan Aktivisme Fandom K-Pop di Indonesia dan Korea Selatan 
Aspek perbandingan Indonesia: Pilpres 2024 Korea Selatan: demonstrasi 

2024–2025 
Konteks dan tujuan politik Kampanye elektoral untuk 

membangun dukungan kepada 
Anies Baswedan. 

Demonstrasi yang menuntut 
pemakzulan Presiden Yoon Suk 
Yeol setelah deklarasi darurat 
militer. 

Bentuk praktik fandom Gaya visual dan bahasa khas 
fandom, konten kampanye, proyek 
dukungan, serta penggalangan 
dana. 

Penggunaan lightstick, musik K-
Pop, dan nyanyian bersama 
sebagai ekspresi politik di ruang 
demonstrasi. 

Peran media digital yang 
terdokumentasikan 

Konten dan gaya komunikasi 
digital digunakan untuk 
menyebarkan pesan dukungan 
terhadap kandidat. 

Media digital berkaitan dengan 
penyebaran informasi dan 
dokumentasi aksi; bukti yang 
ditelaah belum memastikan 
seberapa besar pengaruhnya 
terhadap kehadiran peserta. 

Bentuk mobilisasi yang menonjol Pengemasan pesan kampanye dan 
pengorganisasian proyek 
dukungan melalui jaringan 
komunitas. 

Ekspresi solidaritas dan tuntutan 
kolektif dalam demonstrasi, 
dengan simbol fandom hadir di 
ruang publik. 

Batas kesimpulan Dokumen yang dianalisis tidak 
membuktikan bahwa praktik 
fandom mengubah pilihan pemilih 
atau menentukan hasil pemilu. 

Dokumen yang dianalisis tidak 
membuktikan bahwa seluruh 
peserta dimobilisasi melalui 
fandom atau media sosial menjadi 
penyebab utama keikutsertaan. 

 
Temuan ini juga memperlihatkan batas penting dalam memahami aktivisme digital. Visibilitas 

konten, penggunaan simbol, dan keberadaan proyek dukungan dapat menunjukkan bentuk ekspresi 
serta mobilisasi yang terdokumentasi, tetapi tidak otomatis membuktikan perubahan perilaku politik 
atau keberhasilan gerakan. Penelitian ini tidak mengukur dampak kausal aktivisme fandom terhadap 
hasil Pilpres Indonesia 2024 maupun keputusan institusional di Korea Selatan. Kesimpulan yang dapat 
ditarik terbatas pada persamaan dan perbedaan praktik yang ditemukan dalam dokumen yang dianalisis. 
Dengan demikian, kontribusi penelitian ini terletak pada perbandingan penggunaan budaya fandom 
dalam dua bentuk partisipasi politik melalui kerangka analisis yang sama. Budaya fandom dapat 
menyediakan keterampilan komunikasi, simbol, kebiasaan berkoordinasi, dan identitas kolektif yang 
dimanfaatkan dalam aktivitas politik, tetapi sumber daya tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan 
politik tertentu. 
 
KESIMPULAN 

Penelitian ini membandingkan penggunaan budaya fandom K-Pop dalam aktivisme politik digital 
pada Pilpres Indonesia 2024 dan demonstrasi yang menuntut pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol di 
Korea Selatan pada 2024–2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua kasus memanfaatkan 
identitas kolektif dan sumber daya budaya fandom untuk menyampaikan pesan politik. Di Indonesia, 
praktik tersebut terlihat melalui pengemasan komunikasi kampanye, proyek dukungan, dan 
penggalangan dana untuk mendukung Anies Baswedan. Di Korea Selatan, lightstick, musik, dan 
nyanyian K-Pop hadir sebagai bagian dari ekspresi solidaritas dalam demonstrasi. Persamaan kedua 
kasus terletak pada penggunaan budaya fandom sebagai sumber daya komunikasi dan ekspresi kolektif, 
sedangkan perbedaannya terdapat pada tujuan dan konteks politik: dukungan elektoral di Indonesia dan 
tuntutan pemakzulan dalam demonstrasi di Korea Selatan. Namun, dokumen yang dianalisis belum 
cukup untuk membuktikan perubahan pilihan pemilih, sejauh mana media digital mendorong kehadiran 
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peserta, atau keberhasilan politik yang dihasilkan. Penelitian lanjutan dapat menggabungkan analisis 
dokumen dengan pengumpulan unggahan digital primer, wawancara, atau survei, serta memilih kasus 
yang lebih sebanding agar proses mobilisasi dan dampaknya dapat diperiksa dengan lebih mendalam. 
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